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RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR ...... TAHUN ......

TENTANG

PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
toko swalayan yang tumbuh dengan pesat dan telah
terbukti menjadi penggerak roda perekonomian,
perlu diberikan jaminan kepastian berusaha agar
tereipta tertib usaha untuk menjamin keseimbangan
terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil,
dan mikro;

bahwa semangat yang akan dikedepankan dalam
kepastian berusaha tersebut adalah semangat untuk
mendorong produk Indonesia, produsen dalam ncgeri
dan UKM guna mendapatkan akses pasar ritel
modern;

bahwa untuk menciptakan iklim persaingan usaha
vang lebih schat antara pasar tradisional, pusat
perbelanjaan, dan  toko swalayan perlu adanya
pengaturan yvang lebih tegas mengenai penataan dan
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
toko swalayan agar dapat mendorong terciptanyva
iklim persaingan usaha vang lebih sehat bagi
berbagai jenis toko atau pasar yang ada;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan hurul ¢ periu
menctapkan  Peraturan Daerah  tentang Pusat
Perbelanjaan,

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor 4437)
sebagaimana tclah diubah bebcrapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah |
Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentangKemitraan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan  Pengembangan Usaha Kecil
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 46, Tambahan Lembaran Ncgara Repubilik
[ndoncsia Nomor 3743};

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun
2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern

10, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
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Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pcdomarn
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

1 11, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/
i PER/12/2008 tcntang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

12 Peraturan IDaerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun

2010 tentang Penyvelenggaraan Usaha di Bidang
Perdagangan dan Perindustrian

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA
MEMUTUSKAN :

~Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT
PERBELANJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

*
*

Pasal 1

. Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :
T 1. Daerah adalah Kota Surabayva;

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Surabaya;

Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah vang selanjutnva disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Surabaya.

Dinas/Instansi vang terkait adalah Dinas/Instansi vang berwenang
dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Penataan adalah scgala upaya vang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian
pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan




pasar tradisional. usaha mikro, kecil, mencngah dan koperasi vang
ada;

Pelaku Usaha adalah setlap orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha vang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum vyang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia vang
melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Pasar adalah lembaga ckonomi tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik sccara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan transaksi Perdagangan;

Pasar tradisional adalah pasar vang dibangun dan dikelola oleh
Pemerintah Dacrah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Dacrah, termasulk kerja sama dengan swasta dengan
tempat usaha berupa, Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau
dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadayva masyarakat atau
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses
jual bell barang dagangan dengan tawar menawar;

Pusat Pcrbelanjaan adalah suatu arca tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang didirikan sccara vertikal maupun
horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau
dikelola sendiri untuk meclakukan kegiatan perdagangan barang;

.Pasar modcrn adalah pasar yang dibangun dan dikclola oleh

Pemerintah. Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa
Pusat Perbclanjaan scperti Mall, Plaza dan shoping center scrta
sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan
mengutamakan  pelavanan  kenvamanan  berbelanja  dengan
manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif lebih kuat, dan
dilengkapi label harga yang pasti;

. Toko adalah bangunan gedung permanen dan atau semi permanen

yvang fungsi usahanya digunakan untuk mecnjual barang dan terdiri
dari hanya satu penjual;

12.Toko swalavan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri

(swalayan), menjual berbagai jenis barang secara cccran baik yang
berbentuk Minimarket Supermalket, Departement Store,
Hypermarket ataupun grosir vang berbentuk perkulakan,;

.Pengelola  jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang

melakukan kegiatan usaha melalul satu kesatuan manajemen dan
sistem pendistribusian barang ke outlet/ gerai yang merupakan
jaringannya;




1. Pemasok adalah pelaku usaha vang sccara teralur memasok barang

ke Toko swalayvan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui
kerjasaima usaha;

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnva disingkat UMKM

ialah kegiatan ekonomi vang berskala mikro, kecil dan menengah
scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha
Mikro,Kecil dan Menengah:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antar
pelaku usaha mikro, keeil dan menengah dengan usaha besar;

/. Persyaratan perdagangan (Trading Terms) adalah syarat-syarat dalam

perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko swalayan
dan/atau Pengelola Jaringan Toko swalayan yang berhubungan
dengan pemasckan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko
swalavan yvang bersangkutan;

-Izin Usaha Pengelolaan Pasar tradisional yang selanjutnya disingkat

IUPPR adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha
pengelolaan pasar tradisional;

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP

adalah izin usaha pengeclolaan Pusat Perbelanjaan:

.1zin Usaha Toko Swalayan vang selanjutnya disingkat IUTS adalah

izin untuk dapat mclaksanakan usaha pengelolaan Toko swalayan;

. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Dacrah termasuk kerjasama dengan swasta
dengan tempat usaha berupa ioko, kios, los dan tenda vang
dimiliki/dikelola  oleh  pcdagang kecil, menengah, swadava
masvarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan
dengan proscs jual beli harang dagangan melalui tawar menawar.

2. Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang mclakukan kegiatan

usaha di bidang minimarket melaluj satu kesatuan manajemen dan
sistemn pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan

jaringannya;

- Pertokoan adalal komplek toko atau deretan toko yang masing-

masing dimiliki dan dikelola olch perorangan atau badan usaha;

. Toko Serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan

penjualan berbagai macam barang kebutuban rumah tangga dan




kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yvang
terpisah-pisah daiam bentuk counter sccara cceran,

.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan
penjualan  Dbarang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan  mandiri
(swalayan);

i6. Supermarkcet adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan

penjualan  bareng-barang kcbutuhan rumah tangga termasuk
kebutuhan sembilan pokok secara cceran dan langsung kepada
konsumen dengan cara pelayanan mandiri {swalayany;

. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk meclakukan
penjualan barang-barang kcbutuhan rumah tangga termasuk
kebutuhan scembilan pokok secara eceran dan langsung kepada
konsumen, vang didalamnva terdirt dari pasar swalayan, toko
swalavan dan tolko scrba ada vang menyatu dalam satu bangunan
yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;

. Pusat Perbelanjaan adalah suatu ares tertentu yang terdiri dari satu
atau beberapa bangunan yang didirikan secara verlical maupun
horizontal, vang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

.Mall atau Supcr Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha
untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan scbagainya
vang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau
koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa
dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu
kesatuan wilavalh /tempat.

.Izin  Usaha Pengeloiaan Pasar tradisional, Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan dan Izin Usaha Tokoe swalayan adalah izin Untuk dapat
melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan,toko  swalavan vyang diterbitkan  olch  Pemcrintah
Daerali;

. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, mcnengah, dan
koperasi dari persaingan yang tidak schat dengan pasar modern,
toko swalayan dan scjenisnya, schingga tetap cksis dan mampu
bericembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

2. Pemberdayaan adalah secgala upaya Pemerintah Daerah dalam
melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi agar tctap cksis dan mampu berkembang menjadi suatu




usaha yang Ichih berkualitas baik dari aspek manajemen dan
fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.

. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di scbut UMKM

adalah kegiatan ckonomi yang berskala Mikre Kecil dan menengah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Xecil dengan

Usaha Mencngah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan
pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan
saling menguntungkan scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.

. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang

mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian vang
disusun untuk sctiap zona peruntukan sesuai dengan rcencana
umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

cProduk Dalam DNegeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa

vang dilakukan olch Pelaku Usaha di Indenesia.

7.Bahan pokok adalah kebutuhan pokok meliputi beras, minvak

goreng, gula, kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah
dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.

.Hak pengclolaan adalah hak menguasai dari Negara yang

kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada
pemegangnya.

. Halaman atau palataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum

didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas
Pelayanan Pasar.

.Jalan artert adalah merupakan jalan umum vang berfungsi melayvani

angkutan utama dengan cirri perjalanan jarak jauth, kccepatan rata—
rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

.Jdalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayant

angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirli perjalan jarak
scdang, kccepatan rata-—rata sedang, dan jumlah jalan masuk
dibatasi,

.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yvang berfungsi melayani

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan
rata- rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.




. 43.Jalan lingkungan adalali merupakan jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat,
dan kccepatan rata- rata rendah.

. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan
jalan dengan poranan pelavanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan scmua  wilayah  ditingkat Nasional dengan
menghubungkan scmua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-
pusat kegiatan.

. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan
dengan peranan pelavanan distribusi barang dan jasa untuk
masyarakal di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

 Penyelenggaraan penataan dan pembinaan  pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toko swalayan, dilaksanalkan berdasarkan atas asas :

adil dan sehat;

keamanan berusaha;

kemandirian;

kesamaan kedudukan;

kemitraan;

ketertiban dan kepastian hukum;

kemanfaatan;

kesederhanaan;

kebersamaan;

kemanusian;

akuntabel dan transparan;

berwawasan linglkungan;

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar radisional, pusat perbclanjaan dan toko
swalayan, bertujuan untuk :

a. mengatur dan mcnata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan
dan toko swalayan di suatu wilavah tertentu agar tidak merugikan
dan mematikan pasar tradisional, mikro, keci, menengah, dan
koperasi vang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi

aset pariwisata.




mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko swalavan.

meningkatkan pemberdayaan produk lokal, penggunaan dan
Perdagangan Produk Dalam Negeri;

meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha
mikro, kecil, dan menengah, serta Pemcrintah dan swasta;

mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat
antara pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan
pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar
dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya
tata niaga dan pela distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien
dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan
" toko swalayan dalam Peraturan Daerah ini adalah mcnata dan membina
s pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota

% Surabaya.
Pasal 5

'I.E{I_J Pelaku Usaha vang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, wajib memiliki
izin usaha scbaggai legalitas.

{2} Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. IUPR untuk Pasar Tradisional;

b. IUPP untuk Pertokoan, mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau

¢. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store,
Hypermarket dan Perkulakan.

BAB 111
PERIZINAN

Bagian Kesatu
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Pasar tradisional
Pasal 6

Pengelolaan Pasar tradisional dapat dilakukan olch Pemerintah
Daerah, Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN]),.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD];

Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota baik sendiri maupun
secara  bersama-sama meclakukan  pemberdayvaan  terhadap
pengelolaan Pasar dalam rangka peningkatkan daya saing;

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dilakukan dalam bentuk:

a. percmajaan atau revitalisasi bangunan Pasar ;

b. pcnerapan manajemen pengelolaan yang profesional;

c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga
yvang bersaing; dan/ atau

d. fasilitas proscs pembiayaan kepada para pedagang pasar guna
modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 7

Pengelola Pasar memiliki peran antara lain dapat berupa:

a. menambah jumlah pasckan barang dalam rangka menstabilkan
harga;

b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran ( tertib ukur };

c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan
kepada para pendagang; dan

d. menvediakan ruang usaha bagi pcrdagang

Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para
pedagang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan
melalui:

a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai
kualitas barang, kecbersihan, takaran, kemasan, penyajian /
penataan barang maupun dalam pcmanfaatan fasilitas pasar;

b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan

 dan penyuluhan; dan
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C.

pembentukan paguyuban (asosiasi) / kelompok pcdagang dalam
rangka menjaring aspirasi para pedagang.

Dalam penyediaan tuang usaha bagi pedagang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar tradisional harus
memperhatikan:

. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan

serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;

zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;

penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala
prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada
Dinas Pasar;

apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha,
skala prioritas diberikan kepada:

1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau

2. pedagang vang menvewa tempat usaha dari pedagang resmi.
pembagian wilayah tempat usaha ditunjukan agar lokasi setiap
pedagang memiliki kesempatan vang sama untuk dikunjungi;
dan

pembimaan, pengeiolaan, serta pengawasaan Pedagang Kaki Lima
(PKL).

Persyaratan untuk memperocleh I[UPR,mclampirkan dokumen:

Stga ot o o

fotocopy KTP;

fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya,
fotocopy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan
lahan;

informasi tala Ruang;

analisa kondisi sosial ckonomi masyarakat yvang telah disahkan;
fotocopy Persetujuan Prinsip Membangun;

fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan {IMB);

fotocopy Surat [zin Tempat usaha (SITU) dan atau Copy Surat
[zin UndangUndang Gangguan (HO);

L.fotocopy Rekomendasi UKL /UPL atau Amdal dari instansi teknis;
j.surat Pernyvalaan Lkesanggupan melaksanakan dan mematuhi

peraturan perundang undangan;

Pengurusan permeohonan IUPR sebagaimana dimaksud dalam pasal
S ayvat {2) huruf a tidak dikenakan biaya.




(7}

Permohonan ditandatangani oleh pemilik atan penanggung jawab
atau pengelola perusahaan.

Bila permeohonan vang diajukan lengkap dan benar, maka Pejabat
Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan [UPR paling lambat 4
{empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permochonan.
scdangkan permohonan dinilai belum lengkap dan benar, maka
Pejabat Penerbit [zin Usaha memberitahukan penolakan secara
tertulis discrtai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 7
(tujuh) hari keria 'terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Permohonan. Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat
mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai
kelengkapan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan

Pasal 8

Dalam mclaksanakan usaha pusat perbelanjaan, pemilik atau
pengelola pusat perbelanjaan wajib untuk memiliki izin usaha,
yaitu Izin Usaha Pusat Perbelanjaan {(IUPP) untuk pcrtokoan, mall,
plasa dan pusat perdagangan.
[UPP diterbitlzan oleh Walikota Surabaya melimpahkan kewenangan
penerbitan IUPP kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT! Kota Surabaya/instansi tcknis
perizinan.

Pengajuan permohorian IUPP terscbut tidak dikenakan biaya.

Permochonan ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab
atau pengclola perusahaan dan formulir surat permochonan harus
dilampirkan dolkumecn sesuai persvaratan yang telah disebutkan.

Lampiran terdiri darl dokumen studi kelayakan tcrmasuk analisis
mengenai dampeak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan
dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan rencana
kemitraan dengan usaha kecil.
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Bila permohonan yang diajukan benar dan lengkap, maka Pejabat
Pencrbit lzin Usaha dapat menerbitkan TUPP paling lambat 4
{empat) hart kerja terhitung scjak diterimanya Surat Permohonan.
Sedangkan bila permohonan dinilai belum benar dan belum
lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan
penoclakan secara tertulis disertal dengan alasannya kepada
pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya Surat Permohonan. Perusahaan vang ditolak
permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin
usahanya discrtal kclengkapan dokumen pcersyaratan secara benar
dan lengkap.

Perusahaan pengelola Pusat Perbelanjaan vang telah memperoleh
[UPP tidak diwajibkan memperolch Surat Izin Usaha Perdagangan
(STUP}.

a. Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha, Pusat Perbelanjaan,
pengelola/pecnanggung jawab perusahaan wajib mengajukan
permohonan zin baru.

b. TUPP berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada
lokasi yang sama wajib dilakukan daltar ulang setiap S (lima)
tahun, setiap tahun waiib registrasi.

Sclain itu, terdapat beberapa persyaratan untuk memperoleh [IUPP
bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:

a. fotocopy surat izin prinsip;

b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta
rekomendasi dari instansi teknis vang berwenang;

fotocopy surat izin lokasi dari instansi teknis yang berwenang;
fotocopy surat izin undang-undang Gangguan (HOj;

fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

fotocopy akic pendirian perusahaan dan pengesahannya;
rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
surat pernvataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
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ketentuan vang berlaku.

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdiri dari
a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

tingkat pendapatan ckonomi rumah tangga;

c. kepadatan penduduk;
d. pertumbuhan penduduk;
e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

lokad;




f.  penyerapan tenaga kerja lokal;
g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagal sarana
bagi UMKM lokal;
h. keberadaan fasilitas sosial dan {asilitas umum yang sudah ada;
i.dampak positif dan negatif vang diakibatkan olch jarak antara
Hypermarket dengan  Pasar Tradisional vang tclah ada
schelumnya; dan
J-tanggung jawab sosial perusahaan.

o~
o

Bagian Ketiga
Toko Swalayan

Pasal ©

Setiap orang /Badan yang menyelenggarakan usaha Toko Swalayan
wajib memiliki TUTS,

Untuk dapat mengajukan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayvat

(1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Badan Pcnanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) / ]

Instansi teknis perizinan dengan melampirkan persyaratan scbagai

berikut :

a.untuk Toke Swalayan yang tidak terintegrasi dengan pasar
tradisional, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :

1. fotocopy izin prinsip;

2. hasil analisa kondisi sosial ckonomi masyarakat serta
rekomendasi dari Tim FHasil analisa sosial ckonomi
masyarakat setempat;
fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota;
fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
fotocopy Izin Gangguan;
fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya
yang 1fclah mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang atau didaftarkan ke Instansi vang berwenang
apabila pemohon merupakan badan hukum /badan usaha;

7. surat pernyataan kemitraan dengan Usaha Mikro, kecil dan

gk W

menengah; dan
8. Surat pernyvataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi
ketentuan vang berlaku.

b.untuk Toko Swalayan vang terintegrasi dengan Pasar
tradisional,pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:




1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat scria
rekomendasi  darli Tim  Hasil analisa  sosial ekonomi
masyarakat selempat; '

2. fotocopy izin wusaha pusat perbeclanjaan atau bangunan
lainnyva tempat berdirinyva toko swalayan;

3. folocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
vang telah mendapat pengesahan dari pejabat  yang
berwenang atau didaftarkan ke Instansi vang herwenang
apabila pcmohon merupakan badan hukum /badan usaha;

4. surat pernvataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi

ketentuan vang berlaku; dan

Surat pernyvataan Remitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah untuk Pusat Perbelanjaan.

_UI

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayvan

vang berdirt sendiri, meliputi :

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;’

b. tingkat pendapatan ckonomi rumah tangga;

c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing
daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun terakhir;

d, rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
lokal dengan mengakomodasitoko kelontongdengan radius 100
m;

e. penyerapan tenaga kerja lokal,

f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional sebagai sarana
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Mencngah lokal;

g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan
tecrhadap Pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang
telah ada schelumnya; dan

i.tanggung jawab sosial perusahaan {Corporate Social Responsibility)
vang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar
tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi
usaha.

Analisa kondisi sosjal ekonomi masyarakat bagi Toko Swalayan
vang terintcgrasi dengan pasar tradisional, pusat perbclanjaan atau
bangunan/kawasan lain, meliputi:




a. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
lokal;

b. penyerapan tenaga kerja;

c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar tradisional scbagal sarana
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan
terhadap Pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang
telah ada sebelumnya; dan

e. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)
vang diarahkan untuk berdampingan bagi pengelolaan Pasar
tradisional dan/atau masvarakat di lingkungan sckitar lokasi
usaha.

Analisa kondisi sosial ckonomi masyarakat sebagaimana dimaksud

pada  ayat {3) dan avat (4) dilakukan oleh badan/lembaga

independen yang berkompeten.,

Hasil analisa kondisi soslal ekonomi masyarakat yang telah disusun

disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Surabaya guna memperoleh rekomendasi dari Tim Hasil

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat.

Persyvaratan berupa rekomendasi hasil analisa kondisi sosial

ekonomi masyarakal scbagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat

diajukan secara bersamaan dengan pengajuan Izin Prinsip.

Pasal 10

Susunan keanggotaan Tim Penilaian Hasil Analisa Kondisi Sosial

Ekonomi Masyarakat Setempat scbagaimana dimaksud dalam Pasal

9 terdiri dari :

a. asisten Perckonomian dan Pembangunan Sekretariat Dacrah
selaku Pengarah;
kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pembina;

¢. kepala Didang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas
Permdustrian dan Perdagangan selaku Ketua;

d. sckretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan sclaku
Sckretaris;

e. kepala Scksi Sarana Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sclaku Anggota;

unsur Badan Percncanaan Pembangunan selaku Anggota;

unsur Badan Lingkungan Hidup selaku Anggota;
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h. unsur Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karva selaku
Anggota;

i.unsur Dinas Tata Ruang dan Perumahan selaku Anggota;

jounsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Anggota;

k. unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;

L.unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja selaku Anggota;

m. unsur Bagian Hukum selaku Anggota;

n. unsur Bagian Perekonomian selaku Anggota;

¢. unsur Kecamatan setempat selaku Anggota;dan

p. unsur Lurah sctempat selaku anggota.

Tim Penilaian Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas
schagai berikut :

a. menyiapkan pcdoman teknis berkaitan dengan kajian Analisa
Kondist Sosial Ekonomi Masvarakat dalam rangka penerbitan
UTS;

b. melaksanakan penilaian terhadap hasil kajian Analisa Kondisi
Sosial Ekonomi Masyvarakat dalam rangka penerbitan [UTS:

c. memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian Analisa Kondisi
Sosial Ekonomi Masyarakat dalam rangka penerbitan IUTS;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ kepada Walikota
melalui Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan.

Pasal 11

Tata Cara Permohonan Rckomendasi hasil Analisa Kondisi Sosial
Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :
a. pemochon mengajukan surat permohonan disertai dengan hasil

analisa kondisisosial ekonomi masyarakat yang telah disusun
oleh badan/lembaga independen vang kompeten sesuai dengan
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. Kepala Dinas Pecrindustrian dan Perdagangan menindaklanjuti
permohonan dengan meneruskan kepada Bidang Bina Usaha
Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yvang
membidangi;

c. Kepala Bidang vang membidangi paling lama dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja menjadwalkan rapat Kajian Teknis
Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat bersama dengan




Tim Penilaian Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Sctempat;

d. dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ Tim Penilaian
Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat
menilai kesesualan antara dokumen analisa kondisi sosial
ckenomi masyarakat dengan melakukan peninjauan lokasi;

¢. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dituangkan
dalam suatu berita acara Tim Penilaian Hasil Analisa Kondisi
Sosial Kkonomi Masyarakat Sctempat yang juga mencantumkan
kesimpulan hasil penilaian berupa pembolehan/larangan
mendirikan Toko Swalayan pada lokasi yang bersangkutan;

f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e,
Tim Penilaian Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masvarakat
Setempat  membuat surat rekomendasi dan  sclanjutnya
disampaikan  kepada  Walikota meclalui Kcpala Dinas
Perindusiriar dan Perdagangan schagai pertimbangan untuk
dapat diterbitkan /tidak diterbitkannya IUTS.

Jangka waktu penyelesaian permohonan penilaian Dokumen
Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja scjak
permohonan diterima.

Pasal 12

Syarat — syarat mendirikan usaha toko swalayan :

a.

Dibangun dcngan jarak radius terdekat dari pasar tradisional

minimal S00 mcter;

Wajib mendapat rekomendasi Kepala Kelurahan dan Kecamatan;

Reckemendasi pendirian toke swalayvan khususnya minimarket
diprioritaskan kcpada pelaku usaha yang berdomisili sesuai lokasi
1inimarket terscbut;

Menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, hygienis, aman, tertib dan

ruang pubtik vang nvaman;

Menyediakan [asilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan

menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak

bermoter yang memadai di dalam area bangunan,;

Menvediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan
bagi petugas maupun pengunjung;




h.  Hypermarket, Supermarket dan Departement Store:

1. hanya bolch berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri
atau kolektor;

2. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah
baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional
sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau
perluasan kota.

3. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;

4. tidak boleh berada pada kawasan peclayanan lingkungan
didalam perkotaan.

5. Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket
adalah sebagai berikut:

a) untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB
sampal dengan pukul 21.00 WIB

b} untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai
dengan pukul 23.00 WIB

¢} untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional pukul
10.00 WIB sampal dengan pukul 23.00 WIB.

i, Minimarket :

a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan.
b. Minimarket yang tidak berbentuk warabala (jaringan} yang
pengelolaannya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat
didirikan dalam radius 100 meter.
¢. Jam kerja minimarkel adalah scbagai berikut:
al untuk hari senin sampai dengan jum’at, pukul 09.00 WIB
sampal dengan pukul 22.00 WIB;

b} untuk hari sabtu dan minggu, pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 23.00 WIB;

¢ untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul
09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

d) Untuk buka 24 jam harus mendapat izin khusus dari
Walikota, hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan
jalan arteri atau kolektor,




Pasal 13

Pelaku Usaha vyang mendirikan Toko swalavan dengan bentuk
Minimarket  dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi
sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan
penduduk di masing-masing dacrah sesuail dengan data sensus Badan
Pusat Statistik (BPS} tahun terakhir.

Pasal 14

Luas lantal Penjualan Toko swalayan meliputi :
a. minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter perscgil;

supermaket, Iebih dari 400 m2 {empat ratus meter persegi);
department store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu mcter persegi);
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Pasal 15

Sistem perjualan dan jcnis barang dagangan yang harus diterapkan
dalam Toko swalayan meliputi :

a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran
berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau
produk rumahtangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan,

. furniture, dan elektronik;

. b. department Store menjual secara eccran berbagal jenis barang

konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan

pcnataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia
konsumen; dan

e perkulakan menjual sccara grosir berbagai jenis barang dagang

konsumsi.

Pasal 16
(1) Toko swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama

paling banyak 10% (sepuluh per seratus} dari keseluruhan jumlah
barang vang dijual outlet / gerai Toko swalayan.




(2) Dalam hel fertentu, Walikota dapat memberikan izin penjualan
barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
setclah mempertimbangkan rekomendasi dari forum komunikasi
penataan dan pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko swalavan.

(3) Forum komunikasi scbagaimana dimaksud pada ayat {2) dibentuk
oleh Walikotadengan anggota terdiri dari pemangku kepentingan di
bidang pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

BAB IV
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 17

(1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket,
Departiment Store, Supcrmarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket
dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan
terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(2) Apabila dalam kerjasama usaha scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur svarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat
perdagangan terschut merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1).

(3] Dengan tidak mengurangl prinsip kebebasan berkontrak, syarat-

: svarat pecrdagangan scbagaimana dimaksud pada avat (2) harus

jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta discpakati

kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan scbagai
berikut:

a. Blaya-biava vang dapat dikenakan kepada Pemasock adalah biaya
blaya vang berhubungan langsung dengan penjualan produk
Pemasok;

b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila
telah diperjanjikan di dalam kontrak;

c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah
dan ketepatan waktu pasckan, Toko Modern dapat dikenakan
denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok vang dikaitkan dengan
penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya
diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;

e. Biava promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang
Pemasok ditctapkan dan digunakan secara transparan.

(4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan  produk
Pemasok schagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah
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Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga
vang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap
transaksi jual-beli;

Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang
diberikan oleh

Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target
penjualan;

Potongan harga khusus (conditional rebate}, yaitu potongan harga
vang dibertkan

oleh Pemasok apabila Toke Modern dapat mencapai target
penjualan;

Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan
harga yang diberikan

olech Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan
promosi baik yang

diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;

Biaya promosi (promotion budgel), yaitu biaya yang dibebankan
kepada Pemasok

olch Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko
Modern;

Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan
olch Toko Modern

kepada Pcmasok yang berkaitan dengan disuribusi barang
Pemasok ke jaringan toko

. modern; dan/atau

Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya
dengan besaran yang

wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang
dibebankan kepada

Pemasok,

(3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode {old fashion),
barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan
barang promosi.

(6} Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4
ditetapkan oleh Menteri setclah mempertimbangkan situasi dan
kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil
dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supcrmarket,
dan Pengelola  Jaringan  Minimarket, perjanjian  kerjasama




sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1] dilakukan dengan

ketentuan:

a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari
Pemasok Usaha Kecil; dan '

b. Pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan sccara tunai,
atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari sctelah secluruh dokumen penagihan
diterima.

(2) Pcmbayaran tidak sccara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan
Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan
bunga untuk Pemasck Usaha Kecil.

Pasal 19

(1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan
Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan mcrek sendir]
dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha
Menengah.

{2) Penggunaan merck Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada
avat (1} mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indoncsia.

(3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan
merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan pcraturan
perundang-undangan di bidang Hak Atas Kckayaan Intelektual
(HKI), bidang kcamanan dan kesehatan produk, serta peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 20

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan,
saling menguntungkan dan tanpa tckanan antara Pemasok dengan Tcko
Modern, Pemerintah dan Pemcrintah Dacrah dapat memfasilitasi
kepentingan pecmasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 21

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Pcrbelanjaan dan
Toko Modern, wajib memiliki:
a. Izin Usaha Pengclolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar
Tradisional.
b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (TUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa
dan Pusat Perdagangan.
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{2)

(3)

¢. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket,
Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan

Usaha Mencngah setempat.

Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 22

Permintaan [UP2T, IUPP dan TUTM dilecngkapi dengan

(2)

a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan,
terutama aspck sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku
perdagangan eceran setempat;

b. Rencana kemitraan dengan Usaha Kccil.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 23

Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan
dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang
disepakati kedua belah pihak;

Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan,
jelas, wajar. Berkeadilan dan transparan;

Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 24

Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjasan dan Toko swalayan dapat dilakukan dengan
pola perdagangan umum dan / atau waralaba;

Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

a, kerjasama pemasaran ;

b. penyediaan lokasi usaha;dan / atau

c. penyediaan pasokan



(1)

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada avat {2) huruf a
dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi
UMKMIlockalvang dikemas atau dikemas ulang { Repackaging )
dengan merek pemilik barang, merek Toko swalayan atau merek
lain vang disepalali dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;

Penycdiaan lokasi usaha scbagalmana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukar dalam bentuk menyedialkan ruang usaha dalam
area Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil
sesuai dengan peruntukkan vang disepakati;

Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢
dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) dilekukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
mengenal Waralaba.

Pasal 25

Pclaku Usaha dapat mendirikan outlet/ gerai Toko swalayan vang
dimiliki dan dikclola sendiri (Company Owner Qutlet) Paling banyak
150 (seratus lima puluh) outlet / gerai;

Dalam hal Pelaku Usaha tclah memiliki Toke swalayan lebih dari
150 {seratus lima puluh) outlet/gerai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, maka wajib melakukan Kemitraan.

Pasal 26

Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi
dalam negeri vang dihasilkan UMKM lokalsepanjang memcnuhi
persyaratan yvang ditetapkan Toko swalayan,;

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Pcrbelanjaan dan/
atau Toko swalayan dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam
bentuk penyediaan fasilitas berupa.

a. pelatihan;

konsuitasi;

pasokan barang;

permodalan; dan/ atau

bentuk bantuan lainnya

a0 o




BAB VI
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

Pasal 27

Pusat perbelanjaan wajib menycdiakan atau menawarkan “Counter
Image” dan / atau ruang usaha yang proporsional dan strategis
untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai
tertentu.

QOutlet/gerau toko swalayan yang dimiliki dan dikelola scndiri
(company oiwned outlet) paling banyak 30 outlet/gerai;

Toko swalayan dapat menjual barang pendukung usaha utama
paling banyvak 10% serta barang merck scndiri paling bhanyak 15%
dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko
swalavan;

Minimarket dilarang mcenjual minuman mengandung alkohol,
barang produk scgar dalam bentuk curah dan barang — barang yang
disubsidi pemerintah;

Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan bharang yang
dikenakan Toko swalayan kepada Pemasck paling banyak 15% dari
keseluruhan biava-biava trading terms;

Toko swalavan dalam memasarkan barang merck sendiri (Private
Label dan/ atau House Brand) bertanggung jawab untuk mcengikuti
ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan
dan kesclamatan lingkungan (K3L). Hak atas Kekayaan Intelektual,
barang dalam kcadaan terbungkus dan /atau ketentuan barang
beredar lainnva;

Toko swalavan vang menjual barang hasil produksi UMKM dengan
merek milik sendiri (Private Label Dan/ atau House Brand) wajib
mencantumkan nama UMKM yvang memproduksi barang;

Toko swalavan vang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di
Indonesia, barang berkualitas tinggl dan/atau berteknologi tinggi,
dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28



R

Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan wajib menyediakan barang
dagangan produksi dalam negeri paling scdikit 80% (delapan puluh per
seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 29

Toko swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jclas, mudah
dibaca dan mudah dilihat.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paszal 29

(1} Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
swalayan mempunyai kewajibarn @

a.

pernigusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan
usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;

b. mentaati ketentiuan dalam perijinan;

h.

k.

. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan

konsumen;

.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
. memclihara kcbersihan, keindahan lokasi dan kelestarian

lingkungan tempat usaha;
menccgah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan
perbuatan lain vang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum
di tempat usahanya;

. menccgah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran

dan pemakaian minuman beralkhohol, obat-obatan terlarang serta
barang-barang terlarang lainnya;

menyediakan sarana  keschatan, sarana persampahan  dan
drainase, kamar mandi dan toilet scrta mushola bagi karyawan
dan konsumecn;

memberikan kesempatan kepada karvawan dan kensumen untuk

melaksanakan ibadah;

merekrut sckurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga
kerja lokal;
menetapkan  scragam  karyawan yang memenuhi  norma
kesustlaan;




(2)

{1)

1. mentaati perjanjian kerja scrta menjamin keselamatan, kesehatan
dan kesejahtcraan karvawan;

m. menycdiakan alat pecmadam kebakaran yang siap pakai dan
‘mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat
usaha;

n.mencrbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam
rupiah kecuali Pasar Tradisional;

o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan
konsumen;

p.menjamin site plan area Pasar Tradisional tidak berubah sesual
dengan hasil kajian akademis.

Selain berkewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
Toko Swalayan  juga  diwajibkan  menyisihkan sebagian
keuntungannva untuk mendukung kegiatan pembangunan di
lingkungan sekitar.

Surat Izin Usahsa Perdagangan dilarang digunakan untuk kegiatan:

a. Usaha nerdasingan vang tidak scsuai dengan KkKelembagaan

[N

dan/arav kegiafan usaha, scbagaimana yvang tercantum di dalam
Surat Izin Usaha Perdagongan:
b. Usaha vang mengaku keglatan perdagangan, untuk menghimpun

Trai dengan menawarkan jan)i xeunfungan vang

peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 30

Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan

dan toko swalayan dilarang:

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan
barang dan/atau jasa sccara monopoli;
melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;

c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok
masvarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran
untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan
masyvarakat;

d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan
jenisnya membahayakan keschatan;

e. mecnjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;



f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis
dagangan dan merubah peruntukkannya tanpa izin dari
pemerintah daerah;

memakai tcnaga kerja dibawah wmur dan/atau tenaga kerja
asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang

bR

berlala.

h. toko swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan
memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk
menggunakan merck milik toko swalayan pada hasil produksi
UMKM yang telah memiliki merek sendirt.

Khusus Toko swalavan vang berbentuk minimarket dilarang :
a. menjuel barang produk segar dalam bentuk curah.

b. menjual minuman beratkhohol;

c. menjual barang — barang yang disubsidi pemerintah;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbclanjaan, dan toko
swalayan;

Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada
kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
dibidang perdagangan.

Pasal 32

Dalam rangka pcmbinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31,
Walikota melakukan:

fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu
barang vang diperdagangkan di toko swalayan;

fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara ritcl dan UMKM.

mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan
pemasaran barang UMKM; dan/atau

monitoring/cvaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko swalayan.

Pasal 33



Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional
Walikota melakukan:
a. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional

vang baik;

b. pemberian pclatihan dan konsultasi terhadap para pedagang binaan
di Pasar Tradisional;

¢. fasilitasi Kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan
pemasok; dan / alau

d. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar
Tradisional.

Pasal 34

Walikota meclakukan koordinasi untuk :

a. mengantisipast timbulnyva permasalahan dalam pengelolaan Pasar
Tradisional, pusat Perbelanjaan dan toko swalayan; dan/atau

b. mengambil langkah-langkah dalam penyeclelesaian permasalahan
dampak pendirian Pasar Tradisional, pusat Perbelanjaan dan Toko
swalayan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Pclaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 12, Pasal 17,
pasal 21 dan pasal 23, dikenakan sanksi administratif.

(2) Pelaku wusaha pusat perbelanjaan dan toko swalayvan melanggar
ketentuan scbagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat
{2) dikenakan saniksi berupa penutupan sementara tempat usaha;

(3) Sanksi administratif secbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
secara bertahap berupa .
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.

(4) Pembeckuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-
turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 {tujuh} hari kerja.



(5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sclama
pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 36

i (1} Penvidik Pecgawal Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Dacrah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilalkkukan;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen
Jain berkenaan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana;

B . menvurull berhenti dan/atau melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemecriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;

h. memotret scseorang vang berkaitan dengan tindak pidana;

imemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

|8}

schagai tersangka atau saksi;
j.menghentiken penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyclidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.,




(2)

Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainva penvidikan kepada Penyldik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Apabila pclaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} memecrlukan tindakan penangkapan dan penahanan
penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pcjabat
Penvidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Penvidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI11I
SANKSI PIDANA

Pasal 37

Sctiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) dan
avat (2) Pcraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan
selama-lamanya 3 {tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pengelola Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan
vang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan
peraturan dacraeh ini, harus menyesuaikan izin usaha scsuai
peruntukannnya paling lambat 6 (enam} bulan sejak peraturan
daerah ini berlalku.

Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan,
hypermart, Departement Store, Supermarket dan pengelola Jaringan
minimarket vang telah berjalan scbelum peraturan daerah ini



berlaku, tetap Dberlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian
dimaksud.

(3) Pelaku usaha toko swalayan vang telah beroperasi dan memiliki lebih
dari 30 {tiga puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum peraturan
daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah
outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 paling lambat 1
(satu) tahun.

(4) Pelaku usaha toko swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan
barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per scratus ) dari
keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual didalam gerai foko
swalayan  sebelum  peraturan daerah ini  berlaku, harus
menvesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 {satu)
tahun.

(3} Pelaku usaha Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah
beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri
kurang dari 80 % (dclapan puluh per scratus) sebelum peraturan
daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan peraturan dacrah ini
paling lambat 1 {satu) tahun.

Pasal 39

Pasar Tradisional dan Toko Swalayan vang sudah operasional dan telah
memperolch  Surat  Izin  Usaha Perdagangan (SIUP] sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dan
wajib menyesuaikan dengan ketentuan yvang terdapat dalam Pasal 5.

Pasal 40

(1) Toke Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya
Peraturan Dacrah ini dan belum melaksanakan program kemitraan,
wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling
lambat 1 {satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pada saat Pecraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan yang
mengatur tentang Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
swalayan dalam pcraturan daerah lain dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 41

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar * seliap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal ..............
WALIKOTA SURABAYA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal.....ooooi

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA

TTD

------------------------------------




PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR ......... .. TAHUN ..... .
TENTANG

PUSAT PERBELANJAAN
I. UMUM

Pusat perbelanjaan berupa pasar tradisional maupun toko modern
sebagal infrasiruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. Hal ini juga crat hubungannya dengan hak warga negara untuk
mendapatkan kesejahtcraan.

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat
perbelanjaan dan toio swalayan, perlu dilakukan untuk mengatur dan
menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan
di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar
tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yvang telah ada dan
memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata. Selanjutnya,
penataan int juga dilalaakan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan
kemitraan publik serta swasta dalam penyclenggaraan usaha perpasaran
antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan
meningkatkan  pemberdayaan produk lokal, penggunaan dan
Perdagangan Produk Dalam Negeri. Dengan meningkatkan kemitraan
antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
scrta Pemerintah dan swasta, diharapkan dapat terwujud sinergi yang
saling memecriukan dan memperkuat antara pelaku usaha pusat
perbelanjaan dan toke swalayan dengan pasar tradisional, usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat
sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang
mantap, lancar, efisicn dan berkelanjutan. Penataan pusat perbelanjaan

dilakukan dengan berdasarkan atas asas adil dan schat; keamanan



berusaha; kemandirian: kesamaan kedudukan ; kemitraan; ketertiban dan
kepastian  hukum; kemanfaatan; kesedcrhanaan: kebersamaan:
kemanusian; akuntabel dan transparan; berwawasan lingkungan.

Dalam rangka penataan terhadap pasar tradisional dan pusat
perbelanjaan berupa teke modern, pemerintah  telah mengeluarkan
Pcraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern
vang ditkuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun
2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut
mengatur diantaranva adalah tentang zonasi, kemitraan dan perizinan
serta pembinaan, Namun demikian peraturan tersebut masih bias
schingga diperlulan instrumen dacrah untuk mengatur lebih dctail
terutama  terkait dengan zonasi, perizinan dan pembinaan pasar

tradisional.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Culkup jelas.

Pasal 6
Cukup jclas.

Pasal 7



Cukup jeclas.

Pasal 8
Cukup jeclas.

Pasal ©
_ Cukup iclas
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Culaup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas,

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jclas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas,
Pasal 26

Cukup jclas,

Pasal 27
Cukup jelas,

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas,

Pasal 30
Cukup jclas,

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jclas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Culkup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.



Pasal! 39
Culkup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.




